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Abstract: The application of Islamic political ethics has unique characteristics in every country, including 
Indonesia. Even though Indonesia does not officially claim to apply Islamic concepts, if one examines the 1945 
Constitution, there are indications that Indonesia refers to Islamic principles. This research aims to evaluate the 
concept of Islamic political ethics in the formation of judicial institutions in Indonesia. The approach used is 
qualitative with a literature review method, namely by looking for various references from books and journals 
regarding the reflection of Islamic political ethics in the formation of judicial institutions. This research began by 
looking for several references regarding Islamic Political Ethics to take points from each concept that was 
discussed. Stated. 
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Abstract: Penerapan etika politik Islam memiliki karakteristik unik di setiap negara, termasuk Indonesia. 
Meskipun Indonesia tidak secara resmi mengklaim menerapkan konsep-konsep Islam, namun jika ditelaah dalam 
UUD 1945, terdapat indikasi bahwa Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengevaluasi konsep etika politik Islam dalam pembentukan lembaga yudikatif di Indonesia. Pendekatan yang 
digunakan adalah kualitatif dengan metode kajian pustaka, yaitu dengan mencari berbagai referensi dari buku dan 
jurnal mengenai refleksi etika politik Islam dalam pembentukan lembaga yudikatif.. Penelitian ini dimulai dengan 
mencari beberapa referensi mengenai Etika Politik Islam untuk mengambil point-point dari setiap konsep yang 
dikemukakan.  
 
Kata Kunci: Etika,Politik,Islam,Yudikatif. 
 

 

PENDAHULUAN  

  Etika memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk 

dalam dunia politik. Di tengah dinamika politik modern yang seringkali dipenuhi dengan 

tindakan yang tidak sesuai dengan norma etika, prinsip-prinsip etika politik menjadi semakin 

penting. Agama Islam sebenarnya  Islam sesungguhnya telah mencakup semua aspek 

kehidupan manusia, bukan hanya menyentuh permasalahan individu tetapi juga masalah 

kenegaraan.Dalam konteks sistem pemerintahan, Islam tercermin dalam konsep kepemimpinan 

imamah,  diatur secara jelas dalam siyasah dusturiyah, yang berkaitan dengan aturan mendasar 

tentang bentuk pemerintahan dan batasan kewenangannya, metode pemilihan kepala negara, 

batasan kewenangannya yang diperlukan untuk menjalankan kepentingan umat, serta 

penetapan hak yang wajib dipenuhi bagi individu dan kelompok, termasuk hubungan antara 

pemimpim(penguasa) dan rakyatnya. Pembagian kewenangan ini dapat dilihat pada masa 4 

sahabat atau masa Khulafaur Rasyidin, kewenangan eksekutif berada di bawah kendali seorang 

khalifah, kekuasaan legislatif dikelola oleh Majelis Syuro’, dan kekuasaan yudikatif dipegang  
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oleh Qadhi atau hakim. Pada periode Khulafaur Rasyidin, khalifah yang pertama kali 

memegang kekuasaan eksekutif dalam negara Islam adalah Abu Bakar. Sementara itu, Majelis 

Syuro’ yang berperan sebagai badan legislatif terdiri dari tokoh-tokoh kaum Anshar dan 

Muhajirin.(Wery Gusmansyah, 2019) 

Membahas mengenai peradilan (yudikatif) di dunia Islam, lembaga ini sudah ada sejak 

zaman negara Madinah. Pada masa awal Islam,  kekuasaan  institusi peradilan dengan masing-

masing kompetensinya dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu : Pertama, pengadilan yang 

dipimpin oleh Qadi yangmemiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata. 

Kedua, pengadilan yang dipimpin Muhtasib (pengawas) yang berwenang mengadili urusan-

urusan umum dan perkara  pidana (jinayat) serta hukuman uqubah, biasanya untuk perkara-

perkara kecil seperti penganiayaan. Ketiga, Pengadilan yang dipimpin oleh Khalifah atau 

Gubernur yang menangani perkara pidana berat, terutama jika melibatkan keluarga pejabat atau 

pejabat pemerintahan, dengan siding yang dipimpin oleh Khalifa atau Gubernur. Mengenai 

kebebasan para hakim dari campur tangan kekuasaan lain, Haekal menyatakan bahwa : “Para 

hakim memutuskan perkara secara bebas menurut pendapat mereka sendiri dalam batas-batas 

Kitabullah dan Sunnah Rasulullah.”(Rio R, 2021) 

Oleh karena itu, penelitian ini akan menitikberatkan pada "Etika Politik Islam dalam 

Membentuk Lembaga Yudikatif". Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran etika 

politik Islam dalam proses pembentukan lembaga yudikatif serta implementasinya dalam 

praktek pembentukannya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode Kajian 

Pustaka yang melibatkan pencarian referensi dari buku dan berbagai jurnal mengenai Refleksi 

Etika Politik Islam Dalam Pembentukan Lembaga Yudikatif. Penelitian ini dimulai dengan 

mengumpulkan berbagai referensi mengenai Etika Politik Islam untuk mengeksplorasi konsep-

konsep yang relevan. 

Dalam proses validasi data, penulis menerapkan teknik validasi triangulasi, yang 

bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari studi referensi dapat dikonfirmasi 

kebenarannya dengan merujuk pada sumber data yang lain. Hal ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa data yang digunakan tidak hanya berasal dari satu sumber yang kredibel, 

tetapi minimal dari dua sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Alur penelitian ini dapat 

dilihat secara lebih lengkap dalam Gambar 1. 
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Gambar 1. Langkah - Langkah Penelitian 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Refleksi Etika Politik Islam 

Menurut Ahmad Amin Etika ialah ilmu yang menerangkan mengenai makna baik 

dan buruk, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh individu terhadap orang lain, serta 

menetapkan tujuan yang harus dicapai oleh manusia melalui tindakan mereka dan cara untuk 

mencapainya. Etika mencerminkan upaya manusia untuk menggunakan akal budi dan 

pikirannya dalam menyelesaikan masalah kehidupa, dan berupaya melakukan tindakan terbaik 

yang mengarah pada kebenaran, kebaikan, dan ketepatan. Secara lebih luas, Etika tidak hanya 

membahas soal baik dan buruk, tetapi juga mengenai bertindak dengan benar, baik, dan 

tepat”.(Ahmed Abdel Ghaffar, and ‘Misba Hoiriah Hasibuan, 2016). 

Sedangkan Politik Secara hakikat, menunjukkaan perilaku atau tingkah laku 

manusia, baik dalam bentuk kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang bertujuan  mempengaruhi 

atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat melalui penggunaan kekuasaan. Ini 

berarti bahwa kekuasaan bukanlah inti dari politik, meskipun tidak bisa dipisahkan darinya. 

Justru,  politik membutuhkan kekuasaan agar kbijakan tertentu dapat diterapkan dalam 

kehidupan masyarakat .(Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, 2021).  
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Ahmad Amin mendefinisikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan makna baik dan 

buruk serta menentukan apa yang seharusnya dilakukan oleh individu terhadap orang lain. 

Pendekatan ini menekankan pada penggunaan akal budi dan daya pikir untuk mencapai 

tindakan yang benar, baik, dan tepat dalam memecahkan masalah kehidupan. Pendapat ini 

menunjukkan bahwa etika bukan sekadar penilaian moral, tetapi juga panduan praktis untuk 

bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pencapaian etika menurut Ahmad Amin bukan hanya 

pada tataran teori, tetapi juga pada aplikasi dalam tindakan nyata yang mengarah pada 

kebenaran dan kebaikan. 

 Menurut pengertia ln ha lkika lt politik, politik meliba ltka ln alktivita ls ma lnusia l ya lng 

menca lkup tinda lkaln, kegia lta ln, a lta lu sika lp ya lng bertujua ln untuk mempenga lruhi a ltalu 

memperta lha lnka ln struktur sosia ll kelompok ma lsya lra lka lt denga ln mengguna lkaln kekua lsa laln. 

Meskipun kekualsala ln buka ln inti da lri politik, na lmun tida lk dalpa lt dipisa lhka ln da lri politik ka lrena l 

diperlukaln untuk mela lksa lnalka ln kebija lka ln da lla lm kehidupaln ma lsya lra lka lt. Ini menyoroti balhwal 

politik meliba ltka ln dina lmika l kekua lsa la ln daln intera lksi malnusia l dallalm ma lsya lra lka lt untuk 

menca lpa li tujua ln tertentu. Kedua l konsep tersebut sa lling terka lit da lla lm konteks penga lturaln 

kehidupaln berma lsya lra lka lt. Etika l memberika ln kera lngka l mora ll ya lng seha lrusnya l menda lsalri 

tinda lka ln da ln keputusa ln politik. Seba lliknya l, politik seba lga li pralktik kekualsa la ln memerluka ln 

la lnda lsaln etis a lga lr kebijalka ln da ln tinda lka ln yalng dia lmbil tida lk halnya l efektif teta lpi juga l a ldil da ln 

bermora ll. Kombina lsi a lnta lra l pemikira ln etis da ln tinda lka ln politik ya lng tepa lt salnga lt penting 

untuk menca lpa li ta lta lna ln ma lsya lra lka lt ya lng ba lik da ln ha lrmonis. 

 Politik da lla lm ba lha lsa l ALra lb disebut seba lga li siya lsa lh, ya lng bera lrti menga ltur, 

mengelolal, da ln memerinta lh, a lta lu da lpa lt juga l dia lrtika ln sebalga li pemerinta lhaln, politik, serta l 

pembualta ln kebija lka ln. Pengertia ln ini menunjukka ln balhwa l tujualn da lri siya lsa lh alda lla lh untuk 

menga ltur da ln merumuska ln kebija lka ln da lla lm hall-ha ll ya lng bersifa lt politis guna l menca lpali sua ltu 

tujua ln tertentu. Fiqh ya lng memba lhals topik ini disebut seba lga li fiqh siya lsa lh.(Solehuddin 

Harahap, 2022). 

 Jika l studi politik dihubungka ln denga ln studi etika l ya lng dikena ll seba lga li etika l politik, 

ma lka l etika l politik menja ldi ba lgia ln da lri ka ljia ln filsalfa lt, khususnya l filsa lfa lt mora ll, ya lng 

memba lha ls prinsip-prinsip mora ll da lla lm konteks politik. Etika l politik a lda lla lh prinsip-prinsip 

mora ll ya lng menila li ba lik a lta lu buruknya l tinda lka ln a lta lu perila lku individu da lla lm ra lna lh politik. 

(Abd Haris, 2022).  Politik Isla lm merupalka ln alktivita ls politik ya lng dila lkuka ln oleh umalt Isla lm 

denga ln menja ldika ln a lja lra ln Islalm seba lga li la lnda lsa ln nila li, bertujua ln untuk mencipta lkaln ba llda ltun 

tha lyiba ltun wa lra lbbun gha lfur, ya lng beralrti negeri ya lng seja lhteral da ln da lma li di ba lwalh 

perlindunga ln A Llla lh.(Abdul Qadir Djaelani, 2020). Da lri ma lkna l dia lta ls da lpa lt disimpulka ln ba lhwa l 
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etika l politik Isla lm a lda lla lh seperalngka lt a ltura ln a ltalu norma l da lla lm kehidupa ln bernega lra l ya lng 

mengha lruska ln setia lp individu berperila lku sesua li denga ln ketentua ln ALlla lh SWT ya lng terda lpa lt 

da lla lm ALl-Qur'a ln. Penera lpa ln etikal politik ini bisa l merujuk pa lda l pola l kehidupa ln Na lbi 

Muha lmma ld SALW da lla lm menjallalnka ln ta lta lna ln politik da ln pemerinta lha ln,nila li-nila li a lja lra ln 

Isla lm da lpa lt diteralpka ln seba lga li pedoma ln etika l dalla lm kehidupa ln berbalngsa l da ln bernega lra l, 

termalsuk kekua lsa la ln ya lng dipa lnda lng seba lga li a lmalna lh, prinsip musya lwa lra lh, kea ldila ln, 

keseta lra la ln, persa luda lra la ln, da ln la lin-la lin seba lga linya l.(Frenki Frenki, 2018). 

 Etika l politik tida lk ha lnya l berka lita ln denga ln perila lku politikus sema lta l, mela linkaln 

juga l menca lkup pra lktik institusi sosia ll, hukum, komunita ls, serta l struktur politik da ln ekonomi. 

Perilalku politikus ha lnya lla lh sa ltu a lspek da lri etika l politik. Kehendalk ba lik memerluka ln dukunga ln 

da lri institusi ya lng a ldil, sementa lra l kehenda lk ba lik berperaln da lla lm mengua ltka ln ma lkna l ta lnggung 

ja lwa lb. Institusi seperti hukum, a ltura ln, kebia lsa la ln, da ln lembalga l sosia ll berta lnggung ja lwa lb 

da lla lm menga ltur pela lksa lna laln talnggung jalwa lb ini.(Muh. In’almuzzahidin, 2016). 

 Ma lnfa la lt etikal politik tida lk bersifa lt pralktis. Etika l politik tida lk berpera ln seba lga li 

pengkhotba lh ba lgi politisi a lta lu seba lga li pengkritik la lngsung terha lda lp legitima lsi mora ll da lri 

berba lga li keputusa ln. Na lmun, etika l politik meneka lnkaln perlunya l sega llal kla lim terha ldalp halk 

untuk menga ltur ma lsya lra lka lt diperta lnggungja lwa lbka ln denga ln prinsip-prinsip mora ll menda lsa lr. 

Etika l politik da lpa lt memberikaln pedoma ln orienta lsi da ln norma ltif ba lgi mereka l ya lng ingin 

menila li kua llita ls ta lta lna ln politik da ln kehidupa ln denga ln mengguna lka ln sta lnda lr ma lrta lba lt ma lnusial 

seba lga li a lcua ln.(Malhrus El-Malwal, 2021).Oleh ka lrena l itu, esensi da lri ma lsallalh etika l politik 

a lda llalh tenta lng legitima lsi mora ll da lri pengguna la ln kekua lsa la ln, ya lng da lpa lt dirumuska ln da llalm 

perta lnya la ln: berda lsalrka ln prinsip mora ll a lpal seseora lng alta lu kelompok memega lng daln 

mengguna lka ln kekua lsa la ln ya lng mereka l miliki. Setia lp pemega lng kekua lsa la ln ha lrus sia lp untuk 

berta lnggung ja lwa lb a ltals tinda lkalnnya l. Jika l perta lnggung ja lwalba ln ini dia lba lika ln, ma lka l kekua lsa la ln 

tersebut da lpa lt kehilalnga ln legitima lsinya l.In’almuzzalhidin. 

 Ma lnfa la lt etika l politik terleta lk palda l pema lstia ln ba lhwa l klalim untuk menga ltur 

ma lsya lra lka lt dila lnda lska ln pa lda l prinsip-prinsip mora ll funda lmenta ll, meskipun tida lk sela llu 

la lngsung tera lpa ln da llalm pra lktik. Etika l politik menyedia lka ln pa lndua ln norma ltif untuk 

mengeva llua lsi kua llita ls sistem da ln kehidupa ln politik denga ln mempertimba lngka ln ha lrkalt 

ma lnusia l.Inti perma lsa lla lha ln etika l politik a lda llalh legitima lsi etis kekua lsala ln, ya litu ha lk morall 

seseora lng a lta lu kelompok untuk memega lng da ln mengguna lka ln kekua lsa la ln. Pengua lsa l ha lrus 

memperta lnggungja lwa lbka ln kekua lsa lalnnya l, da ln jika l ga lga ll, kekua lsa la ln tersebut tida lk la lgi dia lkui 

eksistensinya l altalu kebera lda lalnnya l. 
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 Etika l politik menca lkup lebih dalri seka ldalr perila lku politikus; ia l juga l terka lit denga ln 

pra lktek-pra lktek da lla lm institusi sosia ll, hukum, komunita ls, serta l struktur politik da ln ekonomi. 

Keha ldiraln perila lku politikus halnya lla lh sa lla lh sa ltu a lspek da lri etika l politik. Kehenda lk ya lng ba lik 

diperlukaln untuk memperjela ls konsep ta lnggung ja lwa lb, ya lng kemudia ln didukung oleh institusi 

ya lng aldil seperti hukum, a ltura ln, kebia lsala ln, da ln lemba lga l sosia ll.(Rahman Yasin, 2019). Seca lra l 

konseptua ll, etika l politik menca lkup a lspek individu da ln sosia ll seca lra l bersa lma laln. Da lla lm konteks 

individu, etika l politik menya lngkut kua llita ls mora ll da lri tinda lka ln palra l pela lku politik. Di sisi la lin, 

da lla lm konteks sosiall, etika l politik mencerminka ln perma lsa lla lha ln terka lit hukum, struktur sosia ll, 

da ln keberalda la ln institusi ya lng a ldil. Sela lin itu, etika l politik juga l da lpa lt dipa lha lmi seba lga li 

ga lbunga ln a lnta lral etika l institusiona ll daln etika l keutalmala ln. Dimensi institusiona ll mencalkup 

pentingnya l sistem hukum da ln orga lnisa lsi sosiall ya lng a ldil, sementa lral dimensi keuta lma laln 

meneka lnka ln nila li-nilali morall da ln ta lnggung jalwa lb da llalm tinda lka ln politik.(Dewi Dahlan, 

2021). 

 Penjela lsa ln ini memberika ln pa lnda lnga ln ya lng menyeluruh tenta lng etika l politik, 

meneka lnka ln ba lhwa l etika l tersebut tida lk ha lnya l berka lita ln denga ln perila lku individu, tetalpi jugal 

menca lkup struktur da ln lemba lga l ya lng mendukung tinda lka ln etis.Ini menunjukka ln ba lhwa l untuk 

menca lpa li etika l politik ya lng efektif, ha lrus a lda l keseimba lnga ln a lnta lra l kehenda lk ba lik individu 

da ln sistem ya lng a ldil. Peneka lna ln pa lda l alspek individu da ln sosia ll, serta l etika l institusiona ll da ln 

keutalma la ln, mengga lrisba lwa lhi kompleksita ls etika l politik da ln perlunya l pendeka lta ln holistik 

untuk mema lha lmi da ln mengimplementa lsika lnnya l. Pendeka lta ln ini penting untuk mencipta lkaln 

ta ltalna ln politik ya lng bena lr-bena lr a ldil da ln berma lrta lba lt. 

 

Lemba lga l Yudika ltif 

 Seperti ya lng diketalhui, sa lla lh sa ltu prinsip funda lmenta ll dalla lm sistem 

pemerinta lha ln/nega lra l Isla lm a lda lla lh prinsip Nega lra l Hukum. Da lla lm konteks ini, kebera lda la ln 

kea ldila ln dia lngga lp seba lga li kewa ljiba ln ya lng halrus dipenuhi da lla lm talta lna ln kehidupaln nega lral.  

Untuk mencipta lkaln kealdila ln hukum ya lng menyeluruh, kebera lda laln lemba lga l pera ldila ln 

(yudika ltif) ya lng bertuga ls menja lla lnka ln semua l ketentua ln hukum denga ln konsisten tida lk da lpalt 

dia lba lika ln. Oleh kalrena l itu, keha ldira ln lemba lga l yudika ltif da llalm sistem pemerinta lhaln Isla lm 

a lda llalh sua ltu kehalrusa ln yalng talk terhinda lrka ln da ln menja ldi sya lra lt ya lng halrus dipenuhi. Begitu 

pentingnya l lemba lga l yudika ltif (sultha lh qa ldha liyya lh), sehingga l tida lk menghera lnka ln ba lhwa l  

seja lk alwa ll berdirinya l nega lra l da lla lm  seja lra lh Isla lm, lemba lga l ini suda lh a ldal da ln berfungsi, 

meskipun da lla lm bentuk  ya lng sa lnga lt sederha lna l. Pa lda l a lwa llnya l, kekua lsa la ln yudika ltif  halnya l 

dipega lng oleh kha llifa lh a lta lu ora lng ya lng diberi wewena lng olehnya l. Ba lhka ln, pa lda l ma lssa l Na lbi 
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Muha lmma ld SALW, Lemba lga l yudika ltif  beserta l dua l lemba lga l la linnya l, ya litu pembua lt hukum 

da ln pela lksa lna l hukum bera ldal di ta lnga ln Na lbi sendiri.(Rahman Ritonga, 2019). 

Isla lm menega lska ln ba lhwa l nega lral ha lrus berda lsa lrka ln hukum ya lng aldil. Ha ll ini ka lrena l 

kea ldila ln a ldallalh prinsip uta lmal da lla lm a lga lma l da ln ha lrus diwujudka ln da lla lm kehidupa ln 

bernega lra l. Lemba lga l yudika ltif diperluka ln untuk mela lksa lna lka ln hukum seca lra l konsisten da ln 

a ldil. Talnpa l lemba lga l ini, penega lka ln hukum a lka ln sulit dila lkuka ln daln ma lsya lra lka lt renta ln 

terha lda lp ketida lka ldila ln. Seja lk a lwall seja lra lh Isla lm, lemba lga l yudika ltif tela lh a lda l da ln berfungsi, 

menega lska ln urgensi keha ldira ln lemba lga l ini da lla lm menja lga l kea ldila ln di tenga lh ma lsya lra lka lt. 

 Dalla lm seja lra lh pemerinta lhaln Isla lm, ketiga l kekua lsa la ln negalra l - eksekutif (sultha lh 

ta lnfiziyya lh), legisla ltif (sultha lh ta lsyri`iyya lh), da ln yudisia ll (sultha lh qa ldhaliyya lh) - a lwa llnya l tida lk 

terpisalh da ln sering ka lli bera lda l di ba lwa lh sa ltu pengua lsa l a lta lu kepa lla l nega lra l. Seca lra l berta lhalp, 

ma lsing-ma lsing kekua lsa la ln ini mula li melemba lga l da ln berdiri sendiri. Na lmun, perkemba lngaln 

kekua lsa la ln yudisiall a lta lu pera ldila ln tida lk da lpa lt dipisa lhka ln da lri seja lra lh evolusi ma lsya lra lkalt da ln 

dina lmika l politik da llalm konteks Isla lm.Keha ldira ln da ln pertumbuha ln kekua lsa laln pera ldila ln a lta lu 

yudisia ll da lla lm Isla lm tida lk da lpa lt dipisa lhka ln dalri evolusi sosia ll da ln dina lmika l politik ya lng 

berkemba lng dalla lm sejalra lh Islalm.(Hagi Mafriadi, 2021). 

 Pa lda l ma lsa l pemerinta lha ln Uma lr Bin Kha ltta lb, dimula lila lh perkemba lnga ln lemba lga l 

yudika ltif denga ln pemisa lha ln kekua lsa la ln yudika ltif da lri kekualsala ln eksekutif da ln penga lturaln 

sistem pera ldila ln ya lng meliputi pendiria ln penjalra l serta l penunjuka ln sejumla lh ha lkim untuk 

menyelesa lika ln perselisiha ln di a lnta lra l walrga l ma lsya lra lka lt. Sistem ini dida lsa lrka ln pa lda l prinsip-

prinsip ALl-Qur'a ln, sunna lh, ijtiha ld, da ln qiya ls. Da ln pa lda l ma lsa l pemerinta lha ln Usma ln bin A Lffaln, 

dila lkuka ln perba lika ln da lla lm pela lksa lnala ln kekua lsa la ln keha lkima ln terka lit infra lstruktur. Ini 

termalsuk pemba lnguna ln gedung khusus untuk lemba lga l yudika ltif, ya lng sebelumnya l 

menga lda lka ln sida lng di ruma lh-ruma lh da ln kemudialn dipinda lhka ln ke ma lsjid-ma lsjid. Sela lin itu, 

dila lkuka ln peningka lta ln da lla lm a ldministra lsi peraldila ln denga ln penga lngka lta ln peja lba lt-peja lbalt 

ya lng berta lnggung ja lwa lb alta ls hall tersebut. Ga lji untuk ha lkim da ln sta lfnya l disedia lka ln da lri da lnal 

ba litul ma ll, da ln juga l dila lkuka ln penga lngka lta ln na lib qa ldhi untuk memba lntu tuga ls-tuga ls 

qa ldhi.(Sg Asni, 2021). 

Pemisa lha ln kekua lsa la ln yudika ltif da lri eksekutif, ya lng dimula li pa lda l ma lsa l pemerintalhaln 

Uma lr Bin Kha ltta lb, a lda lla lh la lngka lh ya lng penting da lla lm menja lga l independensi lemba lga l 

yudika ltif. Denga ln demikia ln, lemba lga l yudika ltif da lpa lt menja lla lnka ln fungsinya l seca lra l beba ls daln 

a ldil talnpa l ca lmpur ta lnga ln dalri kekua lsala ln politik.  Penga ltura ln ta lta l kelola l pera ldila ln berda lsa lrkaln 

ALl-Qur'a ln, sunna lh, ijtiha ld, da ln qiya ls menunjukka ln kesela lra lsa ln denga ln prinsip-prinsip hukum 

Isla lm. Ha ll ini memalstika ln balhwa l penega lka ln hukum dila lkuka ln denga ln memperha ltika ln a lja lraln 
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a lga lmal da ln kea ldila ln. Tinda lka ln ya lng dila lkuka ln pa lda l ma lsa l Usma ln bin ALffa ln, seperti 

memba lngun gedung khusus untuk lemba lga l yudika ltif da ln menyempurna lkaln a ldministralsi 

pera ldila ln, merupa lka ln la lngka lh-la lngka lh konkret untuk meningka ltka ln efisiensi daln efektivita ls 

sistem pera ldila ln. Ini dalpa lt memba lntu ma lsya lra lka lt mendalpa ltka ln a lkses ya lng lebih muda lh da ln 

cepalt terha lda lp kea ldila ln.  

Denga ln demikialn, dalpa lt disimpulka ln ba lhwa l perkembalnga ln lemba lga l yudika ltif pa lda l 

ma lsa l itu merupa lka ln la lngka lh-la lngka lh ya lng penting da lla lm memperkua lt sistem pera ldila ln Islalm 

da ln meningka ltka ln kea ldila ln serta l efisiensi dalla lm penega lka ln hukum. 

Pa lda l ma lsa l a ll-Khula lfa l a ll-Ra lsyidin, teruta lma l pa lda l za lma ln Uma lr bin Kha ltta lb daln 

Usma ln bin ALffa ln, Lemba lga l tersebut (sultha lh qa ldha liya lh) seda lng da lla lm proses pembentuka ln 

da ln belum sepenuhnya l ma ltalng dalla lm orga lnisa lsinya l. Meskipun demikia ln, untuk sta lnda lr wa lktu 

itu, sistem peraldila ln tersebut tela lh  ha lmpir sempurna l. Ba lhka ln da lpalt dika lta lkaln mirip denga ln 

struktur kekua lsa la ln keha lkima ln yalng a lda l di nega lra l-nega lra l modern sa lalt ini. Seca lra l prinsip, 

susuna ln pera ldila ln pa lda l za lma ln kha llifalh tida lk memiliki perbeda la ln menda lsalr denga ln za lma ln 

seka lra lng.Ini mencalkup kebera lda la ln Malhka lma lh ALgung ya lng dipimpin oleh seora lng Ketua l 

Malhkalmalh ALgung (qa ldhi a ll-qudha lt), ya lng berma lrka ls di ibu kota l nega lra l. Za lid bin Tsa lbit 

terca lta lt seba lga li individu perta lma l ya lng memega lng  posisi tersebut pa lda l ma lsa l pemerinta lhaln 

Uma lr bin Kha ltta lb.(Lala Lamanda, 2023). 

 Pa lda l ma lsa l Dina lsti Uma lyya lh, kekua lsala ln yudika ltif sema lkin disempurna lkaln, 

Sehingga l pera ldila ln berkemba lng menja ldi lemba lga l ya lng Independen. Perkemba lnga ln ini 

berla lnjut da ln menjaldi sema lkin lengka lp di ma lsa l Dina lsti ALbba lsiya lh, teruta lma l pa lda l za lma ln 

kepemimpina ln  Halrun ALl-Ra lsyid (170-193 H). Pa lda l ma lsa l itu, Ha lrun A Ll-Ra lsyid menunjuk 

Ya l’qub bin Ibra lhim a ll-ALnsha lri seba lga li kepa lla l dalri seluruh halkim, ya lng dikena ll denga ln 

sebuta ln qa ldhi a ll-qudha lh (Ha lkim ALgung). (Riswadi Riswadi, 2016). 

Refelksi Etika l Politik Isla lm da lla lm Pembentuka ln Lemba lga l Yudika ltif 

 Ketalta lnega lra la ln pa lda l ma lsa l Nalbi Muha lmma ld SALW memberikaln contoh uta lma l 

tenta lng konsep bernega lra l da ln menja ldika lnnya l sebalga li seora lng revolusioner seja lti. 

Keberha lsila ln belia lu da llalm menguba lh ca lra l hidup ma lsya lra lka lt ALra lb hingga l berba lga li a lspek 

kehidupaln di seluruh dunia l. Pembentukaln hukum Isla lm pa lda l ma lsa l Nalbi Muha lmma ld SALW 

terba lgi menja ldi dua l fa lse, ya litu fa lse Mekka lh da ln fa lse Ma ldina lh. Pa lda l fa lse Mekka lh, jumla lh 

pengikut Na lbi Muha lmma ld SA LW ma lsih sedikit, sehingga l pesa ln-pesa ln walhyu ALl-Qur'a ln belum 

sepenuhnya l diteralpka ln di tenga lh ma lsya lra lka lt. (Muhammad Ainun Najib alnd Dzulkifli Hadi 

Imawan, 2022). Pengikut Na lbi Muha lmma ld SA LW ya lng ma lsih minorita ls belum ma lmpu muncul 

seba lga li komunita ls ya lng da lpa lt meruba lh ta lta lna ln ma lsya lra lka lt. Balhka ln, peninda lsaln daln 
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permusuha ln ya lng dila lkuka ln oleh ka lum ka lfir Qura lisy terha lda lp Na lbi Muha lmma ld SALW da ln 

pa lra l pengikutnya l sema lkin meningka lt. Punca lknya l alda lla lh hijra lh Nalbi Muha lmma ld SALW 

bersa lma l pa lra l pengikutnya l ke Ma ldina lh. (Wuida Fithrotuzzuhroh and Rachmad Risqy 

Kurniawan, 2022). 

 Dalri malsya lra lka lt ini, Na lbi Muha lmma ld SALW membua lt sebualh Pialga lm Ma ldina lh pa ldal 

ta lhun perta lma l hijra lh. Pia lga lm tersebut menga ltur kebeba lsa ln bera lga lma l, hubunga ln a lnta lr 

kelompok, kewa ljiba ln untuk menja lga l kesa ltua ln hidup, da ln la lin-la lin. Berdalsa lrkaln isi Pia lga lm 

Maldina lh, wa lrga l Ma ldina lh ya lng bera lga lm, seca lra l politis, dipersa ltuka ln di ba lwa lh kepemimpina ln 

Na lbi Muha lmma ld SALW. Denga ln demikia ln, Nalbi Muha lmma ld SALW berperaln seba lga li Kepa lla l 

Nega lra l denga ln Pialga lm Ma ldina lh seba lga li da lsa lr konstitusinya l.  Denga ln a ldalnya l Pia lga lm 

Maldina lh, ma lka l Ma ldinalh da lpa lt disebut seba lga li sebua lh nega lra l dalla lm a lrti sebena lrnya l. Hall ini 

ka lrenal Ma ldina lh telalh memenuhi ketentua ln-ketentua ln  pokok pembentuka ln nega lral, a lda lla lh 

memiliki da lera lh alta lu wila lya lh , penduduk, pemerinta lha ln, serta l konstitusi. (Mursyidu Wildan, 

Saepudin Saepudin, and Agus Zamzam Nur, 2022). 

 Perdeba ltaln mengena li hubunga ln a lnta lra l Isla lm da ln politik tida lk alka ln perna lh bera lkhir, 

ba lik di kalla lnga ln ka lum muslimin ba lhka ln di Indonesia l. Di Indonesia l, hubunga ln a lntalra l Isla lm 

da ln politik tela lh a lda l seja lk Isla lm perta lma l ka lli ma lsuk ke Nusa lnta lra l, na lmun perdebaltaln ya lng 

sistema ltis mengena li ha ll ini balru muncul setela lh Indonesia l merdeka l. Politik Isla lm tida lk bisa l 

dipisa lhka ln da lri seja lra lh Isla lm ya lng memiliki ba lnya lk pena lfsiraln. Di sisi la lin, halmpir semua l. 

Ka lum Muslim meya lkini pentingnya l prinsip-prinsip Isla lm da lla lm kehidupa ln politik. Na lmun, 

ka lrenal Isla lm bersifa lt multiinterpreta ltif, tida lk perna lh a ldal palnda lnga ln yalng seralga lm tenta lng 

ba lga lima lnal Isla lm da ln politik seha lrusnya l dihubungka ln seca lra l tepa lt. (Lili Romli, 2019).  

 Deba lt mengena li hubunga ln a lnta lral Isla lm da ln politik tida lk a lka ln perna lh bera lkhir ka lrena l 

kompleksita lsnya l ya lng menca lkup alspek seja lra lh, keya lkina ln, da ln multiinterpreta lsi da lla lm 

Isla lm.Di Indonesia l, hubunga ln ini tela lh a lda l seja lk keda lta lnga ln Isla lm, teta lpi perdeba lta ln yalng 

lebih sistema ltis muncul setela lh kemerdeka la ln. Politik Isla lm talk terlepa ls da lri seja lra lh 

multiinterpreta ltif Isla lm. Wa lla lupun prinsip-prinsip Isla lm dia lngga lp signifika ln dallalm politik, 

na lmun ka lrenal a lda lnya l multiinterpretalsi dallalm Isla lm, tida lk terda lpa lt pa lnda lnga ln ya lng 

sepenuhnya l disepa lka lti mengena li ba lga limalna l seba liknya l Isla lm daln politik dihubungka ln denga ln 

tepalt. 

 Dalla lm pra lktik politik, ba lik da lla lm konteks politik umum ma lupun politik Isla lm, sering 

ka lli terja ldi konflik, kebencia ln, da ln siklus denda lm ya lng ta lk berkesuda lhaln. Contohnya l a lda llalh 

perseterua ln konflik di alnta lra l kelua lrga l-kelua lrga l seperti Mualwiya lh, ALbba lsiya lh, da ln Syia lh, ya lng 

kemudia ln berkemba lng menja ldi sebua lh tra lgedi menyedihka ln da ln berla lrut-la lrut da lla lm seja lra lh 
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kla lsik uma lt Isla lm. Konflik tersebut melinta lsi generalsi da ln dita lnda li oleh pertumpa lha ln da lralh, 

kekera lsaln, da ln denda lm ya lng menda lla lm. (Dede Pratama, 2020). 

 Di Indonesia l setialp individu ya lng terliba lt secalra l lalngsung da lla lm pemerintalha ln 

nega lra l, terma lsuk peja lbalt eksekutif, a lnggota l legisla ltif, daln yudika ltif, serta l a lpalra lt nega lra l daln 

penega lk hukum, diha lra lpka ln meneralpka ln etika l politik da lla lm pela lksalna la ln tuga lsnya l. Mereka l 

ha lrus menya lda lri ba lhwa l legitima lsi mereka l tida lk ha lnya l berda lsa lrka ln pa lda l hukum daln 

demokralsi, teta lpi perlu dida lsa lrka ln palda l da lsa lr mora ll ya lng sa lh. Misa llnya l, kebija lka ln ya lng seta lral 

denga ln a ltura ln buka ln bera lrti da lpa lt dia lngga lp seta lra l seca lra l mora ll, contohnya l sa lja l ga lji peja lba lt 

da ln alnggota l MPR/DPR ya lng mungkin sa lh seca lra l hukum, na lmun bisal diperta lnya lkaln da lri segi 

mora llita ls menginga lt kondisi ra lkya lt ya lng menderita l. 

 Di Indonesia l, pela lksa lna laln etika l politik ya lng berla lnda lska ln Palnca lsila l sering ka lli 

teralba lika ln, terliha lt da lri ca lra l palra l elit berkua lsa l ya lng cenderung membena lrka ln sega lla l ca lral 

untuk memenuhi kepentinga ln priba ldi mereka l ya lng tidalk perna lh terpua lska ln. Mereka l ja lra lng 

la lgi meneralpka ln nila li-nila li etika l daln mora llita ls da lla lm berpolitik da lla lm konteks kehidupa ln 

bersa lma l seba lga li balngsa l da ln nega lra l. Kondisi buruk da lla lm etikal berpolitik ya lng sering terja ldi 

di Indonesia l umumnya l diseba lbka ln  oleh kura lngnya l pendidika ln politik ya lng mema lda li. Balngsa l 

kita l kekuralnga ln figur-figur politik ya lng da lpa lt menja ldi pa lnuta ln da lla lm menera lpka ln berpolitik 

denga ln prinsip sa lling memberi, menca lpa li konsensus, serta l sia lp untuk berkorba ln demi 

keba lika ln bersalma l. (Thomas Tokan  Purekolon, 2020). 

Implementa lsi Etika l Politik Isla lm Da lla lm Pembentuka ln Lemba lga l Yudika ltif 

Etika l politik Isla lm mema linka ln pera ln kunci da lla lm pembentuka ln daln pengelola laln 

lemba lga l yudika ltif. Prinsip-prinsip sya lria lh ya lng menda lsa lri etika l politik Isla lm menyedia lkaln 

pedomaln untuk mencipta lka ln lemba lga l yudika ltif ya lng a ldil, tralnspa lra ln, da ln a lkunta lbel. Berikut 

a lda llalh implementalsi etika l politik Isla lm da lla lm pembentuka ln da ln pengelola laln lemba lga l 

yudika ltif: 

1. Prinsip kea ldila ln 

Kea ldila ln a lda lla lh prinsip funda lmenta ll da lla lm etika l politik Isla lm, ya lng meneka lnka ln 

ba lhwa l setia lp individu ha lrus diperla lkuka ln seta lra l di depa ln hukum.Implementa lsi prinsip ini 

da lla lm lemba lga l yudika ltif bera lrti sistem pera ldila ln ha lrus independen, beba ls dalri korupsi, da ln 

tida lk memiha lk. mengga lrisba lwa lhi ba lhwa l kealdila ln dalla lm sistem yudika ltif Isla lm bertujua ln 

untuk menega lkka ln kebenalra ln da ln mencega lh keza llima ln. (Ra lhma ln F,2016). A Ll-Qur'a ln da lla lm 

QS. A Ll-Nisa l[4]:58 menega lska ln pentingnya l kea ldila ln: "Sesungguhnya l A Llla lh menyuruh ka lmu 

menya lmpa likaln a lma lna lt kepa lda l ya lng berha lk menerima lnya l, da ln a lpa lbilal ka lmu meneta lpkaln 

hukum di a lnta lral malnusia l, supa lya l ka lmu meneta lpka ln denga ln a ldil" 
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2. Kejujuraln da ln a lma lna lh  

Kejujuraln da ln a lmalna lh merupa lka ln nila li-nila li etika l ya lng esensia ll da lla lm proses 

pera ldila ln Isla lm. Ha lkim da ln semua l ja lja lra ln ya lng ikut terlibalt da lla lm proses yudisia ll ha lrus jujur 

da ln da lpa lt dipercalya l, menja lla lnka ln tuga ls mereka l ta lnpal penga lruh eksterna ll da ln sesua li dengaln 

a lja lra ln Isla lm. menekalnka ln ba lhwa l kejujura ln da lla lm kesa lksia ln da ln pela lksa lna laln hukum sa lnga lt 

diteka lnka ln dallalm alja lra ln Isla lm, da ln setia lp bentuk kebohonga ln dialngga lp seba lga li pela lngga lra ln 

serius terha lda lp almalna lh ya lng diberika ln. (Halssa ln R, 2018) 

3. Musya lwa lra lh da lla lm Penga lmbila ln Keputusa ln 

Musya lwa lra lh a lta lu konsulta lsi a lda lla lh prinsip penting da lla lm politik Isla lm ya lng jugal 

berla lku da lla lm konteks yudika ltif. Penga lmbila ln keputusa ln mela llui musya lwa lra lh da lpalt 

mema lstika ln balhwa l keputusa ln tersebut diha lsilka ln mela llui proses ya lng aldil da ln tra lnspa lraln. QS. 

ALli 'Imra ln [3]: 159 menga lnjurka ln pra lktik musya lwa lra lh: "Daln bermusya lwa lra lhla lh denga ln 

mereka l dallalm urusa ln itu". menya ltalka ln ba lhwal musya lwa lra lh da llalm sistem yudika ltif Isla lm da lpalt 

menghinda lri keputusa ln otoriter da ln meningka ltka ln legitima lsi hukum.( Za lin M, 2016). 

Penulis menyimpulka ln ba lhwa l prinsip prinsip tersebut  berha lsil menyoroti 

pentingnya l etika l politik Isla lm da lla lm pembentuka ln lemba lga l yudika ltif ya lng a ldil, tra lnspa lraln, 

da ln alkuntalbel. Implementa lsi etika l politik Isla lm da lla lm pembentuka ln da ln pengelola laln lemba lga l 

yudika ltif menalwa lrka ln sebua lh kera lngka l kerja l ya lng kua lt untuk mencipta lka ln sistem pera ldilaln 

ya lng a ldil, tra lnspa lra ln, da ln a lkunta lbel. Prinsip-prinsip kea ldila ln, kejujura ln, a lma lna lh, da ln 

musya lwa lra lh tida lk ha lnya l memberika ln pa lndualn mora ll, tetalpi juga l mempromosika ln pra lktik-

pra lktik terba lik yalng da lpalt dia ldopsi da lla lm konteks modern untuk memperkua lt sistem 

pera ldila ln. Denga ln demikia ln, peneralpa ln etikal politik Isla lm tida lk ha lnya l releva ln da lri perspektif 

religius teta lpi juga l esensia ll untuk menca lpa li kea ldila ln daln integrita ls da lla lm sistem hokum. 

 

KESIMPULA LN DAN SARAN 

Etika l politik Isla lm da lla lm pembentuka ln lemba lga l yudika ltif merupa lka ln perwujuda ln dalri 

prinsip-prinsip morallita ls politik da lla lm Isla lm ya lng menuntut kea ldila ln, kebena lra ln, da ln 

ta lnggung ja lwa lb da lla lm menja lla lnka ln kekua lsa la ln. Seja lra lh kenega lra laln Isla lm, teruta lmal periode 

Na lbi SALW daln pa lra l Khula lfa lur a ll-Ra lsyidin, memberikaln la lnda lsa ln kua lt ba lgi pembentuka ln 

lemba lga l yudika ltif ya lng ma lndiri da ln berfungsi untuk mewujudka ln kea ldila ln da lla lm ma lsya lra lka lt. 

Ha ll ini juga l menja ldi serua ln ba lgi setia lp individu ya lng terliba lt da lla lm pengelola la ln pemerinta lha ln 

nega lra l, balik da llalm eksekutif, legisla ltif, ma lupun yudika ltif, untuk menja lla lnkaln tuga lsnya l 

denga ln mengedepa lnka ln nila li-nila li etika l politik Isla lm, terma lsuk ta lnggung ja lwalb mora ll altals 

kekua lsa la ln ya lng dimiliki. Etika l politik Islalm a lda lla lh sera lngka lia ln pedoma ln a lta lu norma l ya lng 
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menga lra lhka ln perila lku individu da llalm menja lla lnka ln pera ln merekal da lla lm nega lra l. denga ln 

merujuk pa lda l nila li-nilali Isla lm. Penera lpaln etika l politik menga lcu palda l prinsip-prinsip mora llitals 

politik ya lng menca lkup kea ldilaln, persa luda lra laln, musya lwa lra lh, da ln nilali-nila li Isla lm la linnyal. 

Lebih la lnjut, pembentuka ln lemba lga l yudika ltif dalla lm konteks politik Isla lm juga l mema linka ln 

peraln penting da lla lm menja lga l kea ldila ln da ln mewujudka ln ta lta lna ln ma lsya lra lkalt ya lng ba lik. 
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